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UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 
 
Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4  
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang 
terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. 
Pembatasan Pelindungan Pasal 26  
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku 
terhadap: 
i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan 

peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;  
ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan 

penelitian ilmu pengetahuan;  
iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan 

pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman 
sebagai bahan ajar; dan  

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan 
yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan 
tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran. 

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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KATA PENGANTAR PENULIS 

 

  

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas 

limpahan rahmat dan karunianya, sehingga penulisan buku yang 

berjudul “Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam” ini dapat 

terselesaikan. Sebagai insan yang ber-Tuhan, penulis mengakui 

buku ini tidak hanya terselesaikan karena bantuan yang 

bersumber dari sesama manusia, melainkan juga bersumber 

pada kekuatan yang Maha Sentral yakni Tuhan Yang Maha 

Kuasa. 

Penggunaan sanksi pidana dalam praktik legislatif saat ini 

menunjukkan adanya peningkatan. Pidana saat ini dapat 

ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan  

interaksi norma hukum pidana dengan norma dalam berbagai 

lapangan bidang hukum seperti hukum perdata, hukum 

administrasi negara, hukum internasional dan lain sebagainya, 

 semakin masif.  

Intensitas hubungan norma hukum pidana dengan norma 

hukum administratif dapat terlihat dengan adanya Bab 

Ketentuan Pidana dalam berbagai undang-undangan antara lain 

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 tentang 

Ketenaganukliran (UU Ketenaganukliran), Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU 

Migas). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan (UU Perikanan), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
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2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 

Minerba), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan), Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (UU Panas Bumi), 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 

(UU Perkebunan), dan lain sebagainya. 

Norma hukum pidana dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan sebagaimana disebut diatas dikategorikan 

sebagai Administrative penal law (verwaltungsstrafrecht). 

Keberadaan ketentuan pidana dalam UU Ketenagalistrikan, UU 

Migas, UU Perikanan dan UU Minerba menarik dan layak untuk 

mendapat perhatian serius. Hal tersebut dikarenakan fungsi 

norma hukum pidana dalam undang-undang yang masuk dalam 

kelompok undang-undang di bidang SDA berfungsi untuk 

melindungi kepentingan bangsa dan negara atas sumber daya 

alam dari berbagai perbuatan yang mengancam keberlanjutan 

dan kelestarian pengelolaan SDA demi mencapai sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat, mendorong agar setiap orang 

menghormati dan menaati norma hukum administratif yang 

mengatur pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan untuk 

mencegah terjadinya tindak pidana di bidang di bidang SDA 

melalui penegakan hukum yang tegas sehingga menimbulkan 

pengaruh mendidik. 

Kajian yang dimuat dalam tulisan ini mengungkapkan 

bagaimana pengaturan kebijakan hukum pidana dalam UU 

Ketenagalistrikan, UU Migas, UU Perikanan dan UU Minerba 

saat ini, dan dilengkapi dengan analisis terhadap kelemahan 

kebijakan formulasinya sehingga dapat dijadikan sebagai 

masukan pembaharuan ketentuan pidana dalam UU 
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Ketenagalistrikan, UU Migas, UU Perikanan dan UU Minerba di 

masa depan.  

Semoga buku ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pembaharuan pengaturan hukum pidana di 

bidang sumber daya alam. Akhir kata, sebagai sebuah hasil karya 

manusia maka tentu pada hakikatnya buku ini jauh dari kata 

sempurna. Atas dasar hal itu, maka segala masukan dan kritik 

yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dan 

penyempurnaan buku ini. 

 

Salam, 

 

Penulis 
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